KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 477 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN

DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

SEMESTER PERTAMA TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1)
Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun
2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih
Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan
Umum Provinsi menetapkan hasil rekapitulasi
pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat
provinsi dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi;

bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Sulawesi Selatan telah melakukan rekapitulasi dan
penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat
pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara
Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor : 1359/PP.07-BA/73/3/2026
tanggal 06 Juli 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka
Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Provinsi
Sulawesi Selatan Semester Pertama Tahun 2026;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penetapan

Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
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Mengingat

-2-

Provinsi Sulawesi Selatan Semester Pertama Tahun
2026.

Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6547);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6863);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
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Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun
2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor
200).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI SELATAN TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
SEMESTER PERTAMA TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih
Berkelanjutan (PDPB) Provinsi Sulawesi Selatan
Semester Pertama Tahun 2026, sebagaimana tercantum
dalam formulir Model A-Rekap Provinsi-PDPB yang
menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 06 Juli 2026

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN e
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum,
’ ’ ttd.

HASBULLAH
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI

PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 477 TAHUN 2026

PEMILIHAN UMUM

TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN PROVINSI SULAWESI

SELATAN SEMESTER PERTAMA TAHUN 2026

REKAP PEMILIH PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
PROVINSI SULAWESI SELATAN SEMESTER PERTAMA TAHUN 2026

NG NAMA JUMLAH Jgglslﬁ/l‘l JUMLAH PEMILIH KET.
KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | orimn o L p L+P
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Kepulauan Selayar 11 88 51.294 55.243 106.537
2 Bulukumba 10 136 176.415 | 190.755 | 367.170
3 Bantaeng 8 67 79.062 82.644 161.706
4 Jeneponto 11 113 146.239 155.614 | 301.853
5 [Takalar 12 110 114.794 | 125.372 | 240.166
6 |Gowa 18 167 292.852 | 312.338 | 605.190
7 Sinjai 9 80 100.615 | 105.810 | 206.425
8 Bone 27 372 298.781 | 324.358 | 623.139
9 Maros 14 103 143.564 | 154.752 | 298.316
10 Pangkajene Kepulauan 13 103 126.030 | 135.622 | 261.652
11 Barru 7 55 69.647 75.033 144.680
12 Soppeng 8 70 89.378 99.348 188.726
13 Wajo 14 190 143.604 | 157.284 | 300.888
14 |Sidenreng Rappang 11 106 118.959 | 125.445 | 244.404
15 Pinrang 12 109 150.903 | 160.844 | 311.747
16 Enrekang 12 129 87.498 86.215 173.713
17 Luwu 22 227 141.665 | 142.665 | 284.330
18 [Tana Toraja 19 159 96.626 93.392 190.018
19 Luwu Utara 15 173 121.775 | 122.220 | 243.995
20 Luwu Timur 11 128 121.067 | 114.178 | 235.245
21 [Toraja Utara 21 151 96.918 94.972 191.890
22 [Kota Makassar 15 153 524.970 | 558.743 |1.083.713
23 [Kota Parepare 4 22 56.315 59.910 116.225
24 Kota Palopo 9 48 65.217 66.766 131.983
TOTAL 313 3.059 3.414.188 3.599.523|7.013.711

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ttd.

HASBULLAH
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